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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga

keuangan syariah mikro yang menjangkau perekonomian masyarakat

menengah kebawah, dan berupaya mengembangkan usaha produktif bagi

pengusaha kecil dengan berpegang pada prinsip syariah. BMT yang

berprinsip syariah, segala bentuk transaksi yang dilakukan harus memenuhi

syarat dan rukunnya. Apabila salah satu dari syarat maupun rukunnya tidak

terpenuhi, maka transaksi bisa dikatakan batal (Gamal, 2006).

BMT Iqtisaduna merupakan salah satu lembaga keuangan yang

berfungsi sebagai intermediasi keuangan yaitu menghimpun dan

menyalurkan dana kepada para nasabah yang membutuhkan. Dalam

melakukan setiap transaksi tersebut BMT Iqtisaduna menggunakan akad

dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Namun dalam prakteknya

telah ada kesesuaian atau hanya sekedar wacana.

Oleh karena itu, berdasarkan pada beberapa uraian di atas maka

diambil judul “IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN

MURABAHAH PADA BMT IQTISADUNA”.
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1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan

diungkap adalah:

1. Bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan dengan akad murabahah

pada BMT Iqtisaduna?

2. Bagaimana implementasi pembiayaan dengan akad murabahah pada

BMT Iqtisaduna?

3. Bagaimana kesesuaian akad murabahah yang diterapkan BMT

Iqtisaduna dengan fatwa DSN MUI?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pelaksanaan magang pada BMT Iqtisaduna:

1. Mengetahui mekanisme pengajuan pembiayaan dengan akad

murabahah pada BMT Iqtisaduna.

2. Mengetahui implementasi pembiayaan dengan akad murabahah pada

BMT Iqtisaduna.

3. Membandingkan kesesuaian akad murabahah yang diterapkan BMT

Iqtisaduna dengan fatwa DSN MUI.
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1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil pelaksanaan magang tersebut diharapkan dapat

memberikan manfaat, antara lain:

1. Bagi penulis sebagai bahan masukan dan menambah pengetahuan

mengenai lembaga keuangan mikro syariah.

2. Bagi BMT Iqtisaduna sebagai salah satu sumbangan pemikiran dan

informasi dalam pengambilan keputusan.

3. Bagi pihak lain sebagai informasi dan referensi dalam penelitian

selanjutnya.

1.5. Metodologi Penelitian

1.5.1. Jenis Data

1. Data primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara

langsung dari perusahaan. Dikumpulkan melalui wawancara

langsung dari pihak terkait, atau bahan-bahan yang diperoleh

dari sumber yang memuat segala keterangan yang berkaitan

dengan laporan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari luar

perusahaan, berupa buku acuan tentang topik yang dibahas dan

sumber-sumber lain yang membantu kelancaran dalam

penulisan laporan tugas akhir.
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1.5.2. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Kepustakaan

Metode pengumpulan data dengan cara memanfaatkan

berbagai literature dan dokumentasi yang terkait dan relevan

dengan permasalahan yang sedang diteliti.

2. Metode Observasi

Metode pengumpulan data dengan cara melakukan

pengamatan langsung pada perusahaan yang bersangkutan

untuk memperoleh data lebih konkrit dan melakukan pencatatan

secara sistematis.

1.5.3. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah metode yang digunakan untuk

mengkaji keadaan secara nyata dalam praktek perusahaan dan

dibandingkan dengan teori yang diterima dibangku kuliah. Metode

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode

Analisis Deskriptif, yaitu metode analisis data dengan cara

menyeleksi dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari

perpustakaan maupun studi lapangan.

1.6. Bidang Magang

Bidang yang akan diteliti pada proses kegiatan magang adalah:

1. Bagian teller bertugas melayani nasabah yang akan menyetorkan dana,

menarik dana maupun membayar angsuran pembiayaan. Di BMT
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Iqtisaduna teller juga bertugas melayani pembayaran SPP Variabel

mahasiswa Diploma III FE UII.

2. Bidang customer service bertugas melayani nasabah meliputi

penyampaian informasi mengenai produk yang ditawarkan, prosedur

keanggotaan, dan prosedur pengajuan pembiayaan pada BMT

Iqtisaduna.

1.7. Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan Magang

Nama kantor : BMT Iqtisaduna

Alamat kantor : Jl.Kaliurang KM 14,5 Lantai 1, Kampus Program

Diploma III Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta.
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Jadwal Pelaksanaan Magang

No KEGIATAN
SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Pencarian topic

2.
Menyusun ToR

3. Magang

4. Penyusunan proposal TA

5. Penyusunan TA

6. Ujian Magang

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini, dibagi menjadi 4 bab sebagai berikut:

BAB: I PENDAHULUAN

Merupakan pengantar permasalahan yang berisi tentang gambaran

singkat mengenai isi laporan penelitian yang terdiri dari Dasar pemikiran,

Tujuan Magang, Target Magang, Bidang Magang, Lokasi Magang, dan

Sistematika penulisan.
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BAB: II LANDASAN TEORI

Merupakan bab yang di dalamnya berisi tentang dasar-dasar teori

yang melandasi permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan akad

murabahah.

BAB: III PEMBAHASAN

Bab ini terdiri data umum dan data khusus. Data umum

menjelaskan gambaran umum BMT Iqtisaduna dengan bidang magang.

Data khusus mendeskripsikan mekanisme pengajuan pembiayaan

murabahah, implementasi pembiayaan dengan akad murabahah dan

membandingkan praktek pada BMT Iqtisaduna dengan fatwa DSN MUI.

BAB: IV KESIMPULAN

Merupakan bagian penutup dari penulisan Laporan Tugas Akhir

yang berisikan kesimpulan yang di ambil oleh penyusunan dari data-data

yang diperoleh baik dari BMT Iqtisaduna maupun dari bacaan-bacaan yang

berkaitan dengan tugas akhir. Bagian ini juga memuat saran dari penyusun

demi perkembangan dan kemajuan lembaga keuangan syari’ah BMT

Iqtisaduna.
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Perekonomian Syariah

Di Indonesia perkembangan ekonomi syariah dapat dikatakan baru

memulai masanya bila dibandingkan dengan perkembangan ekonomi

konvensional yang sudah jauh berkembang. Namun di masa inilah justru

ekonomi syariah akan menjadi pioneer yang akan membawa perekonomian

rakyat jauh lebih baik. Ekonomi syariah adalah ekonomi yang berlandaskan

Al-Qur’an dan Hadis Nabi saw. Sebagai bukti riil di masyarakat,

perkembangan ekonomi syariah ditunjukan dengan munculnya lembaga-

lembaga keuangan syariah baik itu Bank Syariah, Asuransi Syariah, BPR

Syariah, BMT, Tabung Wakaf, dan lain sebagainya (Gamal 2006).

Realita tersebut perlu disadari bersama bahwa ekonomi Islam

mempunyai cakupan yang luas, tidak hanya sekedar yang berskala makro-

kelembagaan dengan model perbankan syariah ataupun asuransi syariah,

tetapi lebih jauh dari itu implementasi ekonomi Islam dapat terlaksana

melalui kesadaran akan perilaku individu di keluarga untuk melaksanakan

ajaran Islam secara kaffah, khususnya yang berkaitan dengan nilai-nilai

ekonomi. Hal lain yang perlu dicermati adalah kesadaran masyarakat yang

mayoritas Islam akan implementasi ekonomi syariah masih kurang dan

masalah regulasi dari pemerintah mengenai ekonomi syariah yang sampai

sekarang belum terealisasi. Realita ini diharapkan bisa berubah menuju
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perekonomian rakyat yang jauh lebih baik, sehingga tercipta kehidupan

yang adil dan sejahtera.

2.2. BMT di Indonesia

Pada tahun 1992, muncul perpaduan istilah Baitul Maal (BM) dan

Baitul Tamwil (BT), yang diringkas menjadi Baitul Maal wat Tamwil

(BMT). Lembaga ini bermaksud menyatukan fungsi BM dengan BT.

Namun karena fakta di lapangan tidak memungkinkan untuk menjalankan

fungsi BM secara optimal, maka peran dan fungsi BMT dipersempit.

Fungsi BM hanya sekedar seperti fungsi lembaga amil zakat, infaq, dan

shadaqoh (BAZIS). Sedangkan penguatan fungsi BT dilatarbelakangi oleh

semangat bahwa banyak dari pengusaha lapis bawah terjerat oleh rentenir

dengan bunga yang cukup mencekik. Kemudian pada prakteknya BT lebih

menyerupai BMI atau BPRS. Hingga pernah muncul opini umum bahwa

BMT adalah embrio BPRS.

Dari pengertian diatas, BMT adalah lembaga yang memadukan

fungsi antara BM dan BT. Lembaga ini mengumpulkan dana masyarakat

baik berupa simpanan maupun ZIS untuk disalurkan kepada usaha-usaha

kecil dengan sistem bagi hasil maupun kepada kaum dhuafa melalui sistem

pinjaman kebajikan (qord al hasan) dan hibah. Dalam fungsi maal,

pengelola BMT berfungsi sebagai perantara antara para muzakki dan

munfiqun (orang yang berzakat dan berinfaq) dengan para mustahik (orang

yang menerima zakat).
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Fungsi tamwil dalam pengelola BMT sebagai perantara investor

(penabung) dengan debitur (peminjam). Dari sini dapat dipahami kalau ada

yang menganggap bahwa BMT adalah lembaga simpan pinjam. Secara

operasional, BMT dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan syari’ah

yang memadukan fungsi pengelolaan ZIS dan penyadaran umat akan nilai-

nilai Islam dengan fungsi bisnis ekonomi. Dalam peranannya sebagai Baitul

Maal, BMT harus menjalankan fungsi optimalisasi pengelolaan ZIS dan

upaya-upaya penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai

Islam dalam semua aspek kehidupan.

Dengan demikian harapan yang disetujui dari fungsinya, BM di

BMT adalah sesuatu kehidupan yang memandang individu sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari masyarakat, kehidupan yang dilandasi nilai-

nilai kasih sayang, kebersamaan dan kepedulian. Kehidupan yang seperti

itulah yang hendak dituju, yaitu sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah

dengan sabdanya:

“Perumpamaan orang-orang yang menjaga dan menerapkan batas

(peraturan) Allah adalah laksana kelompok penumpang kapal yang

mengundi tempat duduk mereka. Sebagian mereka mendapat tempat duduk

di atas dan sebagian lain di bagian bawah. Penumpang bagian bawah, jika

mereka membutuhkan air, maka harus berjalan melewati bagian atas

kapal. Maka merekapun berukar; bagaimana jika kami lobangi saja bagian

bawah kapal ini (untuk mendapat air) toh hal itu tidak menyakiti orang

yang berada dibagian atas?. Jika kalian biarkan mereka berbuat menuruti
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keinginan mereka itu, maka binasalah mereka dan seluruh penumpang

kapal itu. Tetapi jika kalian cegah mereka, maka selamatlah mereka dan

seluruh penumpang yang lain. (HR: Bukhari).

BMT membuka kerjasama dengan lembaga pemberi pinjaman dan

peminjam bisnis skala kecil dengan berpegang pada prinsip dasar tata

ekonomi dalam agama Islam yakni saling rela, percaya dan tanggung

jawab, serta terutama sistem bagi hasilnya. BMT akan terus berproses dan

berupaya mencari terobosan baru untuk memajukan perekonomian

masyarakat, karena masalah muamalah memang berkembang dari waktu ke

waktu.

Ridwan (2005) menuturkan bahwa BMT begitu marak belakangan

ini seiring dengan upaya umat untuk kembali berekonomi sesuai syariah

dan berkontribusi menanggulangi krisis ekonomi yang melanda Indonesia

sejak tahun 1997. Karena prinsip penentuan suka rela yang tak

memberatkan, kehadiran BMT menjadi angin segar bagi para nasabahnya.

Itu terlihat dari operasinya yang semula hanya terbatas di lingkungannya,

kemudian menyebar ke daerah lainnya. Kemungkinan pertumbuhan BMT

pun akan semakin meningkat seiring bertambahnya kepercayaan

masyarakat.

2.3. Potret BMT Yogyakarta

Dewan Pembina Asosiasi BMT se-Indonesia (Absindo) Yogyakarta

menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir Baitul Maal wa Tamwil
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(BMT) mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sejak tahun 1995

sampai dengan 2006 telah terbentuk lebih dari 3500 BMT di Indonesia.

Sedangkan di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri terdapat 89 BMT (Budi,

2010).

Perkembangan BMT yang pesat terjadi karena tingginya kebutuhan

masyarakat akan jasa intermediasi keuangan, namun di sisi lain akses ke

dunia perbankan yang lebih formal relatif sulit. BMT memberikan solusi

bagi masyarakat untuk mendapatkan dana dengan mudah dan cepat,

terhindar dari jerat rentenir, dan mengacu pada prinsip syariah.

Keberadaan BMT memang dibutuhkan oleh masyarakat, hanya

saja fungsi pengawasan terhadap operasional BMT ini yang belum

terumuskan dengan jelas karena ketidakjelasan dasar hukum pendiriannya.

Para pelaku BMT telah menyadari kondisi ini. Absindo sebagai asosiasi

BMT merumuskan perannya dalam tiga bidang yaitu standarisasi, bidang

advokasi, dan bidang pengawasan. Peran pengawasan ini bertujuan untuk

menjaga konsistensi operasional terhadap prinsip organisasi, baik

menyangkut aspek syariah, manajemen maupun keuangan.

2.4. Pembiayaan Murabahah BMT

2.4.1 Pengertian Pembiayaan

Penyaluran dana pada BMT disebut dengan pembiayaan.

Pembiayaan yang diberikan menggunakan prinsip syariah terbagi

berdasarkan prinsip jual beli, bagi hasil dan sewa. Pembiayaan pada
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BMT berperan penting karena kegiatan ini merupakan salah satu

sarana untuk memperoleh keuntungan serta untuk menjaga

keamanan dana nasabah.

Dalam kegiatan operasionalnya BMT memberikan

pembiayaan kepada nasabah yang akan dibiayainya. Menurut

Kasmir (2003), pengertian pembiayaan dijelaskan sebagai berikut:

“Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai

untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka

waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

2.4.2 Pengertian Murabahah

Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah mengatakan, murabahah

adalah jual-beli yang dilakukakan seseorang dengan mendasarkan

pada harga beli penjual ditambah keuntungan dengan syarat harus

sepengetahuan kedua belah pihak. Sedangkan Wahbah Al-Zuhailiy

sendiri mendefinisikan murabahah adalah jual beli yang dilakukan

seseorang dengan harga awal ditambah dengan keuntungan. Penjual

menyampaikan harga beli kepada pembeli ditambah dengan

permintaan keuntungan yang dikehendaki penjual kepada pembeli.

Seperti ungkapan penjual kepada pembeli: “Saya menjual barang ini
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kepada anda dengan harga beli sepuluh dinar. Mohon anda memberi

kami keuntungan satu dirham”

Secara substansial, definisi di atas mempunyai pengertian

yang sama. Hal yang paling pokok, bahwa murabahah adalah jenis

jual-beli. Sebagaimana jual-beli pada umumnya akad ini mempunyai

spesifikasi tertentu yaitu harus ada penyampaian harga semula secara

jujur kepada calon pembeli sekaligus keuntungan yang diinginkan

penjual. Keuntungan itu harus diketahui kedua belah pihak.

Menurut PSAK, pengertian Murabahah sebagai berikut

(Wibisono, 2007):

“Akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan

ditambah keuntungan yang telah disepakati dan penjual harus

mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli”.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa murabahah

merupakan akad jual beli suatu barang dimana pihak bank/penjual

menyebutkan harga jual terdiri dari harga pokok dan tingkat

keuntungan tertentu atas barang tersebut, dimana harga jual tersebut

disetujui oleh pembeli nasabah.
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2.4.3 Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan pada BMT terbagi menjadi beberapa jenis,

salah satunya adalah pembiayaan jual beli. Pembiayaan jual beli

terdiri dari pembiayaan murabahah, salam dan istishna. Namun

pembiayaan yang sering digunakan pada BMT adalah pembiayaan

murabahah.

Ascarya (2007) mendefinisikan pengertian pembiayaan

murabahah sebagai berikut:

”Pembiayaan murabahah adalah penjualan barang oleh seseorang

kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban

untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang dan

marjin keuntungan yang dimasukkan ke dalam harga jual barang

tersebut. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai ataupun

tangguh.”

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa

pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip

jual beli dengan mengungkapkan harga pokok pembelian dan

menambah tingkat marjin yang telah ditetapkan.

2.5. Fatwa DSN MUI Mengenai Murabahah

Praktisi ekonomi syari’ah, masyarakat dan pemerintah (regulator)

membutuhkan fatwa-fatwa syariah dari lembaga ulama (MUI) berkaitan

dengan praktek dan produk di lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut.
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Perkembangan lembaga keuangan syariah yang demikian cepat harus

diimbangi dengan fatwa-fatwa hukum syari’ah yang valid dan akurat, agar

seluruh produknya memiliki landasan yang kuat secara syari’ah. Untuk

itulah Dewan Syari’ah Nasional (DSN) dilahirkan pada tahun 1999 sebagai

bagian dari Majlis Ulama Indonesia.

Afandi (2009) mengemukakan, fatwa merupakan salah satu institusi

dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap

problem yang dihadapi umat. Bahkan umat Islam pada umumnya

menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku.

Sebab posisi fatwa di kalangan masyarakat umum, laksana dalil di kalangan

para mujtahid (Al-Fatwa fi Haqqil ’Ami kal Adillah fi Haqqil Mujtahid).

Kehadiran fatwa-fatwa ini menjadi aspek organik dari bangunan

ekonomi islami yang tengah ditata/dikembangkan, sekaligus merupakan alat

ukur bagi kemajuan ekonomi syari’ah di Indonesia. Secara fungsional,

fatwa memiliki fungsi tabyin dan tawjih. Tabyin artinya menjelaskan

hukum yang merupakan regulasi praktis bagi lembaga keuangan dan taujih,

yakni memberikan guidance (petunjuk) serta pencerahan kepada

masyarakat luas tentang norma ekonomi syari’ah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

No.04/DSN-MUI/IV/2000, tentang murabahah (Mujahidin, 2010):

1. Ketentuan umum Murabahah

1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas

riba.
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2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah islam.

3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang

yang telah disepakati kualifikasinya.

4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank

sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan)

dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam

kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang

kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut

pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad

tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan

nasabah.

9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli

barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan

setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.
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2. Ketentuan murabahah kepada nasabah

1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu

barang atau aset kepada bank.

2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli

terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan

nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang

telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat;

kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk

membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal

pemesanan.

5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya

riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung

oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada

nasabah.

7) Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari

uang muka, maka:

a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia

tinggal membayar sisa harga.

b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank

maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat
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pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi,

nasabah wajib melunasi kekurangannya.

3. Jaminan dalam murabahah

1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan

pesanannya.

2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang

dapat dipegang.

4. Utang dalam murabahah

1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi

murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang

dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika

nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau

kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya

kepada bank.

2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran

berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah

tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia

tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta

kerugian itu diperhitungkan.

5. Penundaan pembayaran dalam murabahah

1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda

penyelesaian utangnya.
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2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau

jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah

setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

6. Bangkrut dalam murabahah

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan

utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi

sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

2.6 Landasan Syariah Transaksi Murabahah

Al-Qur’an

1. Al-Qur’an: Al-Baqarah [2]:275

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Ayat ini munujukan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan

Murabahah merupakan salah satu bentuk dari jual beli.

2. Al-Qur’an: Al-Nisa’[4]: 29

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta

sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan

yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah

kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang

kepadamu”.

3. Al-Qur’an: Al-Maidah[5]:1
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“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”

Dari ayat Al – quran diatas dapat diketahui bahwa jual beli/murabahah

bukan merupakan yang diharamkan dalam agama, melaikan riba yang

diharamkan oleh agama, jual beli tidak sama dengan riba.

Hadis/Assunah

1. Sabda Rasulullah Shallallahu Allaihi Wassallam :

“Pendapatan yang paling afdhal (utama) adalah hasil karya tangan

seseorang dan jual beli yang mabrur”. (HR. Ahmad Al Bazzar Ath

Thabrani)

2. Hadits dari riwayat Ibnu Majah, dari Syuaib:

“Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan : menjual dengan

pembayaran secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari

mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan

rumah dan tidak untuk dijual”.(HR. Ibnu Majah)

3. Ketika Rasulullah SAW akan hijrah, Abu Bakar Radhiyallahu Ahnu

membeli dua ekor keledai, lalu Rasulullah Shallalahu Alaihi Wassallam

berkata kepadanya, “Jual kepada saya salah satunya.” Abu Bakar

Radhiyallahu Ahnu menjawab, “Salah satunya jadi milik anda tanpa

ada kompensasi apapun.” Rasulullah Shallallahu Allaihi Wassallam

bersabda, ”Kalau tanpa ada harga, saya tidak mau.”

4. Sebuah riwayat dari Ibnu Mas’ud Radhiyallahu Ahnu, menyebutkan

bahwa boleh melakukan jual beli dengan mengambil keuntungan satu

dirham atau dua dirham untuk sepuluh dirham harga pokok.
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Kaidah Fikih

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil

yang mengharamkannya.
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BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1. Gambaran Umum BMT

3.1.1. Sejarah BMT Iqtisaduna

Kondisi ekonomi dosen dan karyawan Universitas Islam

Indonesia Yogyakarta perlu difasilitasi agar mampu berkembang optimal.

Lembaga keuangan syari’ah mikro menjadi alternatif untuk

mengembangkan ekonomi mereka, agar hidup semakin layak, mapan,

tidak terjerat rentenir, dan pendapatan semakin meningkat. Potensi ini bila

dikelola dengan sistem kebersamaan dapat meningkat taraf ekonominya.

Atas permasalahan tersebut, maka dirintislah Baitul Maal wat Tamwiil

Iqtisaduna FE UII Yogyakarta oleh 25 orang pendiri pada tanggal 26

Februari 2007.

Lembaga keuangan mikro syariah Baitul Maal wat Tamwil atau

LKMS BMT Iqtisaduna adalah usaha bersama yang bergerak untuk

memberdayakan umat dalam kebersamaan dengan mengelola dana

simpanan dan pembiayaan serta kegiatan-kegiatan lain yang berdampak

pada peningkatan ekonomi anggota dan mitra binaan yang lebih baik, lebih

aman, serta lebih adil. Lembaga ini adalah aset umat dengan prinsip

operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip syari’at Islam.

Skim pembiayaan yang diperuntukkan bagi nasabah saat ini masih

terbatas untuk anggota, meliputi dosen, karyawan tetap dan tenaga
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kontrak, serta pensiunan UII Yogyakarta. Besar skim pembiayaan

ditentukan berdasarkan kemampuan dalam membayar angsuran per bulan.

Kemampuan bayar maksimal sebesar 40% dari pendapatan bersih per

bulan. Sedangkan untuk nasabah non-anggota, meliputi dari mahasiswa

UII dan masyarakat umum, maka BMT Iqtisaduna memberikan pelayanan

jasa keuangan syariah untuk simpanan dan tabungan. Batas pengembalian

maksimal pembiayaan selama 5 tahun, sedangkan untuk plafond skim

pinjaman Qordhul Hasan batas pengembaliannya maksimal hanya 4 bulan.

3.1.2. Visi, Misi, dan Tujuan BMT Iqtisaduna

Secara umum visi yang ingin dikembangkan oleh BMT

Iqtisaduna adalah menjadi lembaga pemberdayaan ekonomi ummat yang

mandiri dengan landasan syari’ah. Untuk mewujudkan visi tersebut akan

diraih dengan mengembangkan misi BMT Iqtisaduna yaitu menjadi

penyelenggaraan layanan keuangan syari’ah untuk anggota dan mitra

usaha, menjadi model pengelolaan keuangan ummat yang efisien, efektif,

transparan dan professional, mengembangkan sistem ekonomi ummat yang

berkeadilan sesuai syari’ah.

Adapun tujuan yang ingin dicapai di antaranya:

1. Meningkatkan taraf ekonomi dan pendapatan para dosen dan

karyawan tetap dan kontrak.

2. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi ummat berdasarkan prinsip

syari’ah yang amanah dan berkeadilan.
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3. Meningkatkan pengetahuan ummat dalam pengelolaan keuangan yang

bersih, jujur, dan transparan.

4. Mengembangkan ekonomi ummat dalam bentuk usaha mikro, kecil,

dan menengah dengan berpegang pada prinsip syari’ah.

5. Memasyarakatkan etika bisnis yang berdasarkan syariah.

3.1.3. Data Kelembagaan BMT Iqtisaduna

1. Profil Lembaga

Nama Lembaga : BMT Iqtisaduna

Tanggal Berdiri : 09 Februari 2007

Mulai Beroperasi : 3 Oktober 2007

Nomor Badan Hukum : 22/BH/KPTS/X/ 2007

Badan Hukum : Koperasi Syari’ah

2. Susunan Pengurus BMT

Dewan Pengawas Syariah :

Ketua : Asma’I Ishak, Drs, M.Bus.,Ph.D

Anggota : Arief Bachtiar, Drs.,MSA,Ak

Syamsul Hadi, Drs.,MM.

Dewan Pengurus :

Ketua : Priyonggo Suseno, SE.,M.Sc

Sekretaris : MB. Hendrianto, SE.,M.Sc

Bendahara : Rifqi Muhammad, SE., SH
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Pengelola Kantor Pusat :

Manager Tamwil : Heri Sudarsono. SE., M.Ec

Kabag Marketing : Eko Rahmad Cahyono

Akuntan Pembukuan : Yudi Candra Pratama

Isnaini Zulfa

Pembiayaan : Atiek Krisnawati

Head Teller : Evi Ariyani

Kantor Cabang : Robby Achsana Matswaya

3.1.4. Kantor Layanan

1. Kantor Pusat

Jl. Ringroad Utara, Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta

55283, Kompleks Masjid Al-muqtashidin Fakultas Ekonomi UII

2. Kantor Kas

Jl.Kaliurang KM 14,5 Lantai 1, Kampus Program Diploma III

Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta.

3.1.5. Tugas Dari Masing-Masing Jabatan

Bahasan berikut ini mengenai tanggung jawab dan tugas masing-

masing staf BMT Iqtisaduna yang terdiri dari staf marketing, staf

keuangan, staf administrasi , dan manajer.
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a. Staf Marketing

1. Bertanggung jawab terhadap kelangsungan angsuran pembiayan

dan tabungan anggota.

2. Membuat laporan transaksi harian yang diserahkan kepada staf

keuangan.

3. Mengakomodir setiap pengajuan pembiayaan serta mempersiapkan

segala persyaratannya dan diajukan pada komite pembiayaan.

4. Melakukan evaluasi kerja pribadi yang meliputi, analisa

pembiayaan bermasalah (dilaporkan pada manajer), analisa strategi

pencapaian target.

5. Mengembangkan wawasan yang berkaitan dengan ekonomi Islam

dan lembaga keuangan syari’ah pada khususnya.

b. Staf Administrasi

1. Melayani setiap anggota dan calon anggota yang melakukan

kegiatan transaksi.

2. Menerima laporan harian dari marketing serta membuat rekap

harian untuk dilaporkan pada bagian keuangan.

3. Menyusun arsip yang berhubungan dengan setiap transaksi harian.

4. Membantu bagian keuangan dan manajer dalam segala hal yang

berhubungan dengan proses accounting.
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Pekerjaan rutin harian yang dilakukan oleh staf administrasi yaitu :

1. Membuat akad untuk pembiayaan anggota.

2. Membuat surat tagihan untuk nasabah yang telah jatuh tempo, atau

belum jatuh tempo tapi sudah lama tidak mengangsur.

3. Menerima angsuran dari nasabah pembiayaan

4. Menerima tabungan dari nasabah penabung dan mengecek buku

tabungan

5. Menerima laporan harian marketing, menghitung jumlah uang

yang telah diterima marketing.

6. Memasukan data harian ke posisi kas harian di excel.

7. Print posisi kas harian, minta tanda tangan manajer, dicap diarsip.

c. Bagian Keuangan

1. Melakukan proses auditing sederhana terhadap setiap data

transaksi harian dan melaporkan pada manajer.

2. Membuat back up data keuangan harian.

3. Menyusun laporan keuangan bulanan serta data keuangan yang

dibutuhkan dan dilaporkan pada manajer.

d. Manajer

1. Melakukan analisa yang berhubungan dengan transaksi harian serta

pembiayaan.

2. Memonitor segala hal yang berhubungan dengan operasional

lembaga.
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3. Membuat analisa tentang perkembangan lembaga baik mingguan

maupun bulanan yang berhubungan dengan perkembangan asset,

pendapatan, biaya, pembiayaan, serta rasio kesehatan keuangan

lembaga.

3.2. Pembahasan Masalah

3.2.1. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Dengan Akad Murabahah

Murabahah adalah akad transaksi jual beli antara penjual (BMT)

dan pembeli (nasabah). BMT membeli barang yang diperlukan nasabah

atau memberikan kuasa kepada nasabah untuk membelinya sendiri, dan

menjual kepada nasabah yang bersangkutan, sebesar harga pokok

pembelian ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pembayaran atas

akad jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun diangsur. Jika secara

diangsur harus dipisahkan antara harga perolehan dan keuntungan yang

tidak boleh berubah sepanjang akad.
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Gambar 3.1. Bagan Proses Pembiayaan Murabahah

Sumber: Internal BMT, 2011

Keterangan:
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Marketing akan menganalisa kelayakan bisnis nasabah, latar

belakang nasabah baik dari segi kualitatif atau kuantitatif. Selanjutnya

bagian marketing akan meminta persetujuan kepada manajer. Apabila

pengajuan pembiayaan nasabah dianggap tidak layak dan tidak

memenuhi kriteria untuk dibiayai, maka seluruh dokumen harus

dikembalikan pada nasabah, dan marketing menyampaikan penolakan

tersebut pada nasabah.

Apabila pengajuan pembiayaan nasabah dianggap layak serta

memenuhi kriteria, maka marketing akan memberikan persetujuan

yang khususnya menyangkut aspek meliputi:

a. Harga beli barang dari penjual

b. Harga jual pada nasabah

c. Jangka waktu pelunasan barang

d. Besarnya uang muka yang harus diserahkan oleh nasabah

e. Penunjukan penjual barang

f. Jaminan apabila diperlukan

2) Setelah itu marketing menghubungi penjual barang dan meminta

penjual untuk menyediakan barang sesuai kriteria yang disampaikan

marketing pada saat melakukan konfirmasi tersedianya barang.

Setelah nasabah menyatakan persetujuannya atas seluruh persyaratan

yang diajukan BMT termasuk melengkapi seluruh dokumen yang

diminta, dan nasabah setuju untuk membayar uang muka murabahah



32

kepada BMT sebagai bukti bahwa nasabah akan membeli barang

tersebut.

3) Setelah terjadi Akad Murabahah antara BMT dan penjual, dilanjutkan

dengan Akad Murabahah yaitu akad jual beli antara BMT dan nasabah

untuk menjual barang yang telah dimiliki BMT kepada nasabah.

Bagian administrasi membuatkan akad murabahah antara BMT

dengan nasabah kemudian nasabah diminta melengkapi dokumen-

dokumen.

4) Setelah menerima pembayaran, penjual akan menyerahkan barang

kepada BMT .

5) BMT mengirimkan barang pada nasabah. Setelah barang sesuai

dengan spesifikasi diterima oleh nasabah selanjutnya sesuai ketentuan

dalam surat persetujuan murabahah.

6) Pelunasan harga jual barang kepada BMT dilaksanakan oleh nasabah

sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Pelunasan dapat

dilakukan dengan cara sekaligus ataupun diangsur.

Prosedur pembiayaan murabahah dengan cara BMT membelikan

barang terlebih dahulu merupakan ketentuan umum yang dilakukan.

Dalam prakteknya ada beberapa macam kendala yaitu kendala

penyediaan barang dan kendala dari nasabah yang menginginkan

membeli barang tersebut sendiri. Apabila BMT membelikan barang,

harga jual yang diterima nasabah menjadi lebih besar dibandingkan
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dengan nasabah membeli sendiri. Harga jual tersebut didapat dari

harga beli ditambah margin yang telah disepakati BMT dan nasabah.

3.2.2. Analisis Implementasi Pembiayaan Dengan Akad Murabahah

Akad murabahah dilaksanakan dengan cara BMT membeli terlebih

dahulu barang yang dibutuhkan nasabah atau BMT memberikan kuasa

kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan. BMT

melakukan pembelian barang kepada penjual barang yang ditunjuk oleh

nasabah atau BMT, kemudian BMT menetapkan harga jual barang kepada

nasabah berdasarkan kesepakatan bersama nasabah. BMT harus

memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah beserta

biaya yang diperlukan. Transaksi jual beli murabahah akan dicairkan

setelah akad perjanjian jual beli murabahah ditanda-tangani dan BMT telah

menerima dokumen bukti transaksi dan penyerahan barang dari penjual

kepada nasabah selaku wakil BMT. Harga pembelian barang tersebut

dibayarkan langsung oleh BMT kepada penjual, sedangkan nasabah

menandatangani tanda terima barang yang dibeli dari BMT dengan

pembayaran secara tangguh. Nasabah dapat melunasi pembelian barang

tersebut dengan cara sekaligus atau mengangsur.

Seiring dengan perkembangan muamalah, hal ini mempunyai

kendala. BMT belum mampu menyediakan semua barang yang dibutuhkan

nasabah karena keterbatasan sebagai lembaga keuangan mikro syariah

yang sedang berkembang. BMT Iqtisaduna kini lebih sering melayani

pembiayaan dengan mewakilkan atas permintaan nasabah. BMT pun
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menyerahkan sejumlah uang setelah nasabah menandatangani akad yang

telah disepakati. Hal tersebut secara tidak langsung telah mengubah alur

pembiayaan murabahah. Berikut skema pembiayaan murabahah yang

diterapkan BMT Iqtisaduna dengan sistem mewakilkan:

Gambar 3.2. Bagan Pembiayaan Murabahah dengan Cara Mewakilkan

Sumber: Internal BMT, 2011

Keterangan:

Prosedur pembiayaan murabahah di BMT Iqtisaduna:

1) Nasabah datang ke BMT meminta surat pengajuan pembiayaan.

Kemudian melengkapi data-data beserta persyaratan yang dibutuhkan

berupa:

a. Fotokopi KTP/suami/istri

b. Fotokopi Kartu Keluarga

c. Fotokopi Surat Kontrak

d. Slip Gaji

e. Jaminan bagi karyawan kontrak

BMT

Negosiasi
& syarat

Nasabah
Akad

murabahah

Bayar
kewajiban

1
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Marketing akan menganalisa kelayakan bisnis nasabah

dengan memeriksa kevalidan dokumen dan wawancara kepada

nasabah. Selanjutnya bagian marketing akan meminta persetujuan

kepada manajer. Apabila pengajuan pembiayaan nasabah dianggap

tidak layak dan tidak memenuhi kriteria untuk dibiayai, maka seluruh

dokumen harus dikembalikan pada nasabah, dan marketing

menyampaikan penolakan tersebut pada nasabah.

2) Apabila pengajuan pembiayaan nasabah dianggap layak serta

memenuhi kriteria, maka bagian administrasi akan membuatkan akad.

Nasabah diminta melengkapi dokumen-dokumen apabila ada

kekurangan. Kurang lebih 5 hari setelah pengajuan pembiayaan, dana

dicairkan dengan menandatanginya beberapa berkas.

3) Kemudian pembayaran angsurannya akan dilakukan mulai bulan

depan. Jangka waktu pelunasan kepada BMT dilaksanakan oleh

nasabah sesuai dengan kesepakatan.

Pembiayaan murabahah pada BMT Iqtisaduna tidak selalu dengan

cara mewakilkan. Namun ada juga beberapa nasabah yang menginginkan

BMT membelikan barang tersebut.

Seperti pada contoh kasus dibawah ini:

Bapak Hammam, seorang karyawan tetap UII pada bulan Agustus

2011 mengajukan pembiayaan pembelian honda vario tecno dengan akad

murabahah sebesar Rp 16.355.000,-. Jangka waktu pembayaran selama 36

bulan. Margin per tahun sebesar 10%. Pembayaran angsuran akan
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dilakukan dengan cara potong gaji. Berapakah besar angsuran yang harus

dipotong dari gaji Bapak Hammam perbulan? (lihat lampiran 1)

Jawab:

Harga Beli = Rp 16.355.000,-

Margin = Rp 16.355.000 x (36 x 10%)
12

= Rp 4.960.500,-

Tabungan = 3% x Rp 16.355.000,-

= Rp 490.650,-

Harga Jual = Rp 16.355.000,- + Rp 4.960.500,-

= Rp 21.261.500,-

Maka besar angsuran Bapak Hammam per bulan adalah :

= Rp 21.261.500,-
36 Bulan

= Rp. 590.600,-

Berdasarkan contoh kasus, harga jual BMT atas pembiayaan Bapak

Hammam diperoleh dari harga beli motor honda vario tecno sebesar Rp

16.355.000,- ditambah dengan jumlah margin yang disepakati sebesar Rp

4.960.500,-. Kemudian angsuran perbulan yang harus dibayar dihitung dari

harga jual sebesar Rp 21.261.500,- dibagi dengan jangka waktu pelunasan

selama 36 bulan. Jadi, gaji yang harus dipotong untuk membayar angsuran

sebesar Rp 590.600,-. Pembayaran angsuran pertama akan dimulai bulan

berikutnya yaitu pada bulan September 2011 dan berakhir pada bulan

Agustus 2014.

Sesuai dengan akad murabahah pada BMT Iqtisaduna, Bapak
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Hammam diwajibkan menyimpan dananya berupa tabungan yang dibayar

beliau melalui potong gaji sebesar Rp 490.650,-. Tabungan tersebut

sebagai jaminan apabila terjadi keterlambatan angsuran. Keterlambatan

angsuran yang tidak dapat diterima oleh BMT dan melampaui jatuh tempo

dengan batas toleransi 1 bulan, maka nasabah bersedia memberikan

tabungan tersebut sebagai infaq. Namun apabila Bapak Hammam

membayar angsuran lancar tanpa keterlambatan, tabungan tersebut dapat

diambil pada akhir pembiayaan.

3.2.3. Kesesuaian Akad Murabahah BMT Dengan Fatwa DSN MUI

Dalam menjalankan prinsip syariahnya, BMT menjunjung nilai-

nilai keadilan, amanah, kemitraan, transparansi dan saling menguntungkan

baik bagi BMT maupun bagi nasabah yang merupakan pilar dalam

melakukan aktivitas muamalah. Oleh karena itu, produk layanan BMT

harus disediakan untuk mampu memberikan nilai tambah dalam

meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi karyawan UII

yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Di Indonesia, penerapan prinsip

tersebut diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia No.04/DSN-MUI/VI/2000. Fatwa inilah yang menjadi pedoman

BMT Iqtisaduna dalam operasionalnya:

1. Ketentuan umum Murabahah

1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas

riba.

2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah islam.
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3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang

yang telah disepakati kualifikasinya.

4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank

sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan)

dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam

kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang

kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut

pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad

tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan

nasabah.

9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli

barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan

setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Dalam implementasinya, BMT Iqtisaduna sudah sesuai ketentuan

umum murabahah dalam Fatwa DSN MUI. BMT melaksanakaan

ketentuan umum murabahah dengan melakukan jual-beli komoditas yang

tidak diharamkan dengan harga jual yang sudah termasuk margin

keuntungan di dalamnya. Murabahah tidak dapat dilaksanakan untuk
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membayar komoditas yang sudah dibeli, membayar rekening listrik, air

atau lainnya, atau untuk membayar gaji karyawan, karena murabahah

mensyaratkan jual-beli riil dari suatu komoditas. Nasabah membayar harga

barang yang disepakati pada jangka waktu tertentu dengan margin

keuntungan bersifat tetap, sehingga harga jual tidak berubah. Ketentuan

tersebut dituangkan dalam sebuah perjanjian yang disebut akad

pembiayaan murabahah yang diketahui dan disepakati oleh kedua belah

pihak.

Dalam hal mewakilkan, BMT Iqtisaduna tidak sesuai syariah yang

ditetapkan dalam fatwa DSN MUI karena BMT tidak membeli barang

akan tetapi nasabah membeli barang tersebut sendiri langsung kepada

penjual.

2. Ketentuan murabahah kepada nasabah

1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu

barang atau aset kepada bank.

2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli

terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan

nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang

telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat;

kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk

membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal
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pemesanan.

5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya

riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung

oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada

nasabah.

7) Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari

uang muka, maka:

a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia

tinggal membayar sisa harga.

b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank

maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat

pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi,

nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Praktek ketentuan murabahah pada nasabah, yang dijalankan BMT

Iqtisaduna telah sesuai dengan syariah yaitu nasabah mengajukan

permohonan pembelian suatu barang ke BMT Iqtisaduna. Jika disetujui,

BMT membeli barang yang telah disepakati kualifikasinya oleh nasabah

kepada penjual. BMT juga menerima apabila nasabah membayar uang

muka dalam kesepakatan awal sehingga mengurangi resiko batal kontrak.

3. Jaminan dalam murabahah

1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan

pesanannya.
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2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang

dapat dipegang.

Mengenai jaminan dalam murabahah juga telah sesuai dengan

fatwa DSN MUI. BMT Iqtisaduna pun menerapkan jaminan yang

ditujukan bagi karyawan kontrak. Jaminan yang diajukan biasanya berupa

BPKB. Selain untuk mengukur keseriusan nasabah dalam mengadakan

perjanjian dengan pihak BMT, pembayaran uang muka juga bertujuan agar

pihak BMT tidak dirugikan sepenuhnya jika terjadi pembatalan dari pihak

nasabah. Jaminan tersebut nantinya akan dikembalikan pada akhir

pembiayaan.

4. Utang dalam murabahah

1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi

murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan

nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah

menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian,

ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran

berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap

harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak

boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian

itu diperhitungkan.
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Dalam hal utang murabahah, BMT Iqtisaduna kurang sesuai

dengan syariah karena utang nasabah adalah sebesar harga jual. Harga jual

adalah harga perolehan/pembelian barang ditambah margin yang

disepakati. Apabila nasabah mengangsur utangnya, utang nasabah itu akan

berkurang sebesar pembayaran angsuran yang dilakukan, jadi tidak

membedakan lagi unsur pokok dan keuntungan. Namun dalam BMT

Iqtisaduna apabila ada nasabah yang mengangsur dibedakan antara unsur

pokok dan margin, hal tersebut dilakukan dengan alasan transparasi.

5. Penundaan pembayaran dalam murabahah

1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda

penyelesaian utangnya.

2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika

salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah

tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketentuan penundaan pembayaran pada BMT Iqtisaduna telah

sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Risiko tidak terbayar penuh atau sebagian

dari uang muka seperti yang dijadwalkan dalam kontrak, ada dalam

pembiayaan murabahah. BMT menghindari risiko ini dengan adanya

perjanjian tertulis, jaminan dan klausal kontrak yang menyatakan bahwa

semua hasil dari barang-barang murabahah yang dijual kepada nasabah

dengan tunai maupun diangsur harus disimpan di BMT sampai apa yang

menjadi hak BMT dibayar kembali sepenuhnya. Jika tidak adanya



43

pembayaran itu disebabkan oleh faktor-faktor di luar kemampuan nasabah

untuk mengontrolnya, BMT Iqtisaduna akan menjadwalkan ulang utang

tersebut.

6. Bangkrut dalam murabahah

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan

utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup

kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Dalam hal kebangkrutan tersebut, BMT Iqtisaduna sudah sesuai

dengan syariah yang telah ditetapkan dalam Fatwa DSN MUI. Jika

nasabah yang bersangkutan mengalami kebangkrutan. BMT iqtisaduna

akan melakukan pengecekan dan membuat kesepakatan baru dengan

nasabah. BMT akan melakukan penundaan penagihan utang dan

membuatkan kembali jadwal angsuran baru nasabah apabila sudah

sanggup membayarnya.
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Dari hasil analisa data, dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme pengajuan pembiayaan dengan cara BMT membelikan barang

terkendala penyediaan barang dan kendala dari nasabah yang

menginginkan membeli barang sendiri.

2. Implementasi pembiayaan dengan akad murabahah dilakukan dengan 2

cara yaitu BMT membelikan barang atau BMT mewakilkan kepada

nasabah.

3. Secara umum akad pembiayaan BMT Iqtisaduna dengan cara BMT

membelikan barang terlebih dahulu telah sesuai dengan syariah yang

diatur dalam fatwa DSN MUI. Namun akad pembiayaan murabahah

dengan cara diwakilkan kurang sesuai dengan aturan syariah karena di

dalam pelaksanaan akhir yaitu penyerahan objek jual beli tidak ada

penyerahan barang melainkan penyerahan uang. Hal ini menjadi kurang

sempurnanya akad jual beli karena tidak adanya serah terima barang,

melainkan peminjaman uang yang menimbulkan adanya unsur gharar &

tidak sempurnanya jual beli.
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4.2. Saran

Berdasarkan realita yang ditemui dalam pelaksanaan magang di BMT

Iqtisaduna, maka saran yang dapat direkomendasikan adalah sebagai

berikut:

1. Untuk menghindari penyebab kurang sempurnanya akad pembiayaan

murabahah, BMT harus membuatkan surat kuasa kepada nasabah,

dalam mewakilkan pembelian barang.

2. BMT harus lebih mengontrol kebijakan penyerahan nota pembelian

barang yang telah dikuasakan kepada nasabah sehingga BMT dapat

mengetahui realisasi dana murabahah dan adanya serah terima barang.
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